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BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI ‘KETAPANG
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4)

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu
menetapkan perubahan pengalokasian dan penetapan
alokasi dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah
Tahun Anggaran 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengalokasian dan
Penetapan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
352) sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);



3.

10.

B

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelakasanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap
Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa
Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1884);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Ketapang Tahun 2018 Nomor 5);

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Tahun 2017 Nomor 10j;

Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Ketapang Tahun 2018 Nomor 50);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA,
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2019 '

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun
2019 tentang Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa,
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019
(Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 Nomor 2)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

BAB II
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 2

(1) Belanja Desa yang bersumber dari ADD ditetapkan
dalam APBDes digunakan dengan ketentuan:
a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah
anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk
belanja operasional Pemerintahan Desa dan
insentif rukun <etangga dan rukun warga;
Pelaksanaan pembangunan Desa;

Pembinaan kemasyarakatan Desa;

Pemberdayaan masyarakat Desa;

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan

Kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan
Jaminan Kematian (JKM) bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa.
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b.paling banyak 30% (tiga puluh persen) jumlah
anggaran belanja Desa digunakan untuk:

1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa,
sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
2. Tunjangan dan Operasional Badan
Permusyawaratan Desa;
(2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa

dianggarkan dalam APBDes vang bersumber dari ADD.



(3)

Dalam hal terjadi sisa penggunaan ADD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurup b dapat digunakan
untuk belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan
Desa lainnya dan bidang lainnya.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah dan ditambah satu ayat
yaitu ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I1I

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT

(1)

(2)

3)

(4)

DESA

Pasal 3

Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh
penghasilan tetap setiap bulan selama dua belas bulan.

Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut :

a. besaran penghasilan tetap kepala Desa paling sedikit
Rp.2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh
enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara
120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok
Pegawai Negeri golongan 1I/a;

b.besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling
sedikit Rp.2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua
puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah)
setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji
pokok Pegawai Negeri golongan II/a; dan

c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa paling
sedikit Rp.2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua
ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per
seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri golongan 11/a.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
berlaku bagi Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala
Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai
penghasilan tetap minimal kepala Desa, sekretaris Desa,
dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam
APBDesa selain Dana Desa.



3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni
Pasal 3A dan Pasal 3B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa dan
perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (2), diberikan terhitung sejak Peraturan Bupati ini
mulai berlaku. .

Pasal 3B

(1) Dalam hal Desa belum dapat memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A, pembayaran
penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan
perangkat Desa lainnya diberikan paling lambat
terhitung mulai bulan Januari tahun 2020.

(2) Pembayaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris
Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada Peraturan
Bupati yang berkaitan dengan penetapan penghasilan
tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa
lainnya yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini
berlaku.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Kaur Keuangan mempunyai tugas pokok dan fungsi
kebendaharaan diberikan tambahan honorarium
sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) /bulan.

(2) Besaran honor lain-lain yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa dengan besaran maksimal
sebagai berikut :

a. ketua sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah;
b. sekretaris sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu

rupiah); dan
c. anggota sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu
rupiah).

(3) Unsur staf perangkat Desa diangkat Kepala Desa
dengan Keputusan Kepala Desa diberikan honor dengan
besaran maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

(4) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) diberikan honor sebesar
3% (tiga persen) berdasarkan jumlah anggaran kegiatan.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.
Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 18 Maret 2019

BUPATI KETAPANG,
TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG

TTD

FARHAN
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2019 NOMOR 13

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Plh:KE Rﬂm 3.2




